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BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 118 TAHUN  2016 

 

TENTANG 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN LINGKUNGAN  

KANTOR PEMERINTAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan 

efektivitas dalam Pengamanan Lingkungan Kantor 

Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Standar 

Operasional Prosedur; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah 

Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengamanan 

Lingkungan Kantor Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756); 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 199); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi 

Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 705); 

 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor  35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
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Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) yang telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah 

Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 10); 

 

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46); 

 

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2011 Nomor 50); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGAMANAN LINGKUNGAN KANTOR 

PEMERINTAH. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Tanah Laut. 

7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut 

SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan 

mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan. 

 

BAB   II 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN 

LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH 

 

Pasal 2 

 

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah 

untuk mengatur Standar Operasional Prosedur Pengamanan 

Lingkungan Kantor Pemerintah. 

 

Pasal 3 

 

Format Standar Operasional Prosedur Pengamanan 

Lingkungan Kantor Pemerintah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan ini. 

 

BAB III 

TATA KERJA 

 

Pasal 4 

 

(1) Setiap pejabat dan pelaksana standar operasional prosedur 

wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan 

ketentuan yang berlaku. 

(2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan standar 

operasional prosedur wajib membangun komitmen tinggi 

untuk mendukung pelaksanaannya. 

(3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan standar 

operasional prosedur wajib mengembangkan koordinasi dan 

kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan publik. 
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(4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan standar 

operasional prosedur wajib memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam 

pelaksanaan tugas. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

   

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam  Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 14 Desember 2016 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

       Ttd. 

 

H. BAMBANG ALAMSYAH 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 14 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH,         

 

               Ttd. 

  

       H. ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR   118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

 

 

H. RUDY ARIFFIN 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 
NOMOR  :  118 TAHUN 2016  

  TANGGAL :  14 Desember 2016 
 

 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP  

 
 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Tanggal Pembuatan  

Tanggal Revisi  

Tanggal Efektif  

Disahkan oleh Bupati Tanah Laut 

Nama SOP : Pengamanan lingkungan Kantor 
Pemerintah 

 

Dasar Hukum   Kualifikasi Pelaksana  

1. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Ketertiban dan Ketentraman Umum. 

 1. SMA 

2. Anggota Satpol PP 

3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan 

Keterkaitan  Peralatan/ Perlengkapan 

  1. Alat tulis 

2. Alat perlengkapan kantor 

3. Peraturan Perundang-undangan 

4. Data-data dan informasi 

5. Handy talky 

Peringatan  Pencatatan & Pendataan 

Jika tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada ketertiban dan 

ketentraman masyarakat 

 1. Buku agenda 

2. Penyusunan rencana kerja pembangunan 

daerah 

3. Laporan hasil pelaksanaan tugas 
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SOP PENGAMANAN LINGKUNGAN KANTOR PEMERINTAH 
 

 

Uraian Prosedur Danton Kasi Kabid Sekretaris Kasat Dokumen Waktu 

LANGKAH AWAL        

 
Rencana kerja disusun 
 

      30 menit 

 
Kantor Bupati 
 

       15 menit 

Kantor Pemerintah SKPD 
      15 menit 

 
Alternatif pilihan 
 

      15 menit 

Jadwal penugasan disiapkan 
      20 menit 

Surat perintah disiapkan 
      10 menit 

Dokumen dan perlengkapan 
disiapkan 

      15 menit 

Koordinasi dengan instansi 
terkait, serta dengan Tata 
usaha dan Ajudan Pejabat 
yang bersangkutan 

      15 menit 

LANGKAH UTAMA        

Penjagaan pada pos yang 
ditentukan dilaksanakan 

      24 jam 

Menyerahkan penjagaan 
kepada petugas 

      8 jam 

Melaksanakan pemantauan 
di SKPD lain 

      15 menit 

Melakukan pemeriksaan 
dilingkungan ruang kerja 
pejabat sebelum yang 
bersangkutan tiba 

      15 menit 

Pencatatan jadwal kegiatan 
pejabat dilakukan 

      15 menit 

Memberikan pelayanan 

penunjang lainnya bilamana 
diperlukan 

      10 menit 

Mencatat dan mengenali 
identitas tamu, serta pesan 
yang akan disampaikan 

      10 menit 

Kejadian secara berkala dan 
kejadian penting dicatat 

      15 menit 

Pengawasan terhadap setiap 
petugas pelayanan umum 
dilakukan 

      15 menit 

Menjaga dan menertibkan 
setiap pedagang dan pencari 
sumbangan 

      120 
menit 

Pengawasan dan 
pengecekkan dilokasi 
strategis dilakukan 

      120 
menit 

A 

B 

A B 

B 



8 
 

TU diingatkan untuk 
melakukan pengecekkan 
terhadap instalasi umum 

      10 menit 

Melaksanakan pengamanan 
sesuai jam kerja kantor atau 
sampai pejabat meninggalkan 
tempat 

 B     9 jam 

LANGKAH AKHIR        

Pelaporan secara tertulis 
sesuai format yang tersedia 
dibuat 

      30 menit 

Laporan langsung terhadap 
kejadian yang memerlukan 
tindakan segera dibuat 

      30 menit 

        

   
 

 
BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd. 
 

H. BAMBANG ALAMSYAH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsip 

Bidang 

 


